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ABSTRAK 
Penerapan pengkodean diagnosis harus sesuai ICD-10 guna mendapatkan kode 
yang akurat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualifikasi coder 
dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan berdasarkan ICD-10 di RSPAU dr 
S Hardjolukito 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional 
analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Populasi subjek penelitian 
seluruh petugas coder diagnosis rawat jalan dan populasi objek penelitian adalah 
diagnosis pasien rawat jalan yang dikode oleh petugas coder pada bulan April 
2015. Sampel pada penelitian ini berjumlah 4 orang coder dan 45 berkas dengan 
menggunakan teknik quota sampling. Hasil analisis menunjukkan kode yang 
dihasilkan oleh coder D3 Rekam Medis 100% akurat sedangkan untuk hasil kode 
oleh coder Non D3 Rekam Medis masih terdapat kode yang tidak akurat. Hasil uji 
hubungan menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
latar belakang pendidikan (0,001) dan masa kerja (0,001) dengan keakuratan kode 
diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito 2015. 
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ABSTRACT 
Implementation of diagnosis coding should fit ICD-10. The purpose of this study 
was to determine the correlation of qualified of coders with the accuracy of 
outpatient diagnostic codes based on ICD-10 at RSPAU dr S Hardjolukito in 
2015. This study used analytic observational research with cross sectional study 
design. The population subject of research is all officers coders outpatient 
diagnostic and the population object of research  a diagnostic outpatient codes 
that encoded by the coders in April 2015. The sample in this study to consist of 4 
people coders and 45 diagnosis using techniques of quota sampling. The analysis 
showed that the code  produced by D3 Medical Record  has 100% accurate, then 
produced by Non-D3 Medical Record there still not accurate. There is a 
correlation between educational background (0,001) and  tenure (0,001) with the 
accuracy of outpatient diagnostic codes at RSPAU dr S Hardjolukito in 2015. 





Penyelenggaraan perkembangan pelayanan kesehatan, pemerintah 
sedang menggalakkan  pelaksanaan  program JKN (Jaminan Kesehatan 
Nasional) yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Pelaksanan Jaminan 
Sosial) Kesehatan. Dalam proses pelaksanaannya BPJS Kesehatan 
mengikuti prinsip – prinsip penyelenggaraan sebagaimana yang diatur 
dalam UU SJSN, yaitu secara gotong royong, nasional, nirlaba, portability, 
transparan, efisien dan efektif. Pelaksanaan program JKN tersebut 
merupakan implementasi dari UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan 
bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses 
atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau baik di puskesmas, rumah 
sakit, ataupun sarana pelayanan kesehatan yang lain. 
Undang - Undang No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 
menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat  jalan, 
rawat inap dan gawat darurat. Dalam menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan, rumah sakit harus dapat mendokumentasikan setiap tindakan 
dan pengobatan yang telah diberikan kepada pasien ke dalam suatu 
dokumen yang disebut rekam medis. 
Peraturan Menteri Kesehatan No 269/MENKES/PER/III/2008 
pasal (1), menyebutkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan 
dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan tindakan dan 
 
 
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis 
dikatakan bermutu apabila rekam medis tersebut akurat, lengkap, dapat 
dipercaya, valid, dan tepat waktu (Abdelhak dkk, 2001). Salah satu bentuk 
pengelolaan dalam rekam medis adalah pendokumentasian serta 
pengkodean diagnosis. 
Sistem klasifikasi penyakit merupakan pengelompokkan penyakit-
penyakit yang sejenis ke dalam satu grup nomor kode penyakit sejenis 
sesuai dengan International Statistical Classification of Disease and 
Related Health Problem Tent Revision (ICD-10) untuk istilah penyakit dan 
masalah yang berkaitan dengan penyakit. ICD-10 mempunyai tujuan untuk 
mendapatkan rekaman sistematis, melakukan analisis, interpretasi serta 
membandingkan data morbisitas dan mortalitas dari negara yang berbeda 
atau antar wilayah dan pada waktu yang berbeda. Dengan ICD-10, semua 
nama dan golongan penyakit, cidera, gejala dan faktor yang 
mempengaruhi kesehatan akan menjadi sama di seluruh dunia dengan 
diterjemahkan ke dalam alphabet, numerik maupun alfanumerik sesuai 
dengan kode yang ada di dalam ICD-10 (WHO, 2004). 
Pelaksanaan pengkodean harus lengkap dan akurat sesuai dengan 
arahan ICD-10 (WHO, 2004). Keakuratan kode diagnosis pada berkas 
rekam medis dipakai sebagai dasar pembuatan laporan. Kode diagnosis 
pasien apabila tidak terkode dengan akurat mengakibatkan informasi yang 
dihasilkan akan mempunyai tingkat validasi yang rendah. Hal ini tentu 
akan mengakibatkan ketidakakuratan pembuatan laporan misalnya laporan 
 
 
morbiditas penyakit, laporan sepuluh besar penyakit, maupun untuk proses 
klaim BPJS. Dengan demikian kode yang akurat dan mutlak harus 
diperoleh agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. 
Proses  klaim pasien JKN atau BPJS diperlukan ketepatan koding 
yang akurat untuk lancarnya administrasi INA CBG’s. Dimana koding 
juga merupakan kompetensi dari petugas rekam medis sehingga petugas 
koding mampu memberikan kode yang tepat. 
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari RSPAU Dr. S 
Hadjolukito, pihak dari manajemen dalam pemilihan penempatan petugas 
coder kurang memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. 
Untuk proses pengkodean diagnosis rawat jalan sumber daya  coder ada 4 
orang petugas  yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda- beda 
yaitu  berlatar belakang pendidikan DIII Rekam Medis dan non-DIII 
Rekam Medis (DIII Keperawatan, S1 Kesehatan Produksi, dan S1 
Keperawatan).  Masa kerja dari masing-masing coder juga berbeda. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas 
bagian BPJS Centre di RSPAU dr. S Hadjolukito, petugas tersebut 
menyatakan bahwa kode diagnosis yang akurat sangat penting gunanya, 
dikarenakan ketidakakuratan kode diagnosis dapat memperlambat proses 
klaim JKN atau BPJS karena harus mengalami revisi terlebih dahulu. Di 
RSPAU dr S Hardjolukito masih terdapat berkas rekam medis yang harus 
direvisi karena kodenya tidak akurat. Berikut ini data jumlah berkas yang 
 
 
harus direvisi dikarenakan ketidakakuratan kode diagnosis dalam tiga 
bulan terakhir di RSPAU dr S Hardjolukito: 



















1 JANUARI 524 125 257 23 929 
2 FEBRUARI 456 105 210 32 803 
3 MARET 516 122 239 35 912 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa pada Bulan Januari 2015, dari 929 
berkas yang terkode masih terdapat 257 berkas rawat jalan dan 23 berkas 
rawat inap yang kodenya tidak akurat, pada Bulan Februari dari 803 berkas 
yang terkode juga masih terdapat sebanyak 210 berkas rawat jalan dan 32 
berkas rawat inap yang kodenya juga masih belum akurat, sedangkan pada 
Bulan Maret juga masih terdapat berkas yang kodenya tidak akurat yaitu 
sebanyak 239 berkas rawat jalan dan 35 berkas rawat inap dari jumlah total 
912 berkas.  
Keterlambatan klaim JKN atau BPJS dapat berdampak pada 
kesejahteraan para karyawan di RSPAU dr S Hardjolukito dikarenakan 
penerimaan jasa pelayanan bagi karyawan di RSPAU dr S Hardjolukito 
juga akan mengalami keterlambatan. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, mendorong 
peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Hubungan kualifikasi 
Coder dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan berdasarkan ICD-10 




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian observasional analitik. Rancangan penelitian menggunakan 
pendekatan potong lintang (cross sectional). Penelitian ini dilaksanakan 
pada Bulan April 2015, bertempat di RSPAU dr S Hardjolukito. Populasi 
dalam penelitian ini adalah untuk populasi subjek terdiri dari 4 orang 
coder, sedangkan untuk populasi object adalah keseluruhan berkas rekam 
medis yang dikode oleh coder pada bulan April. Sampel pada penelitian 
ini untuk sampel subjek mengambil 4 orang coder sedangkan untuk 
sampel objek, teknik pengambilan sampel menggunakan quota sampling 
sebanyak 45 berkas rekam medis yang akan dikode oleh 4 coder. Analisis 
yang digunakan untuk melihat hubungan dua variable menggunakan 
analisis chi  square  (Analisis Bivariat). 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengkodean Diagnosis Rawat Jalan di 
RSPAU dr S Hardjolukito 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 13-24 
April 2015 di RSPAU dr S Hardjolukito terkait dengan pengkodean 
diagnosis rawat jalan, diperoleh hasil bahwa proses pengkodean diagnosis 
rawat jalan dilakukan oleh petugas pengkodean (coder) yang berjumlah 4 
petugas  yang terdiri dari 1 petugas dengan kualifikasi D3 Rekam Medis 
dan 3 petugas dari non D3 Rekam Medis. 
 
 
Berkas pasien yang telah selesai mendapatkan pelayanan rawat 
jalan diserahkan ke coder untuk dikode diagnosisnya melalu resume rawat 
jalan yang sudah dituliskan oleh dokter. Petugas pengkodean mengkode 
diagnosis rawat jalan pasien dengan menggunakan software berupa  INA 
CBG’s yang sudah terhubung dengan Sistem Informasi Rumah Sakit 
(SIRS). 
Dalam mengkode diagnosis coder jarang sekali  melihat buku ICD-
10 meskipun buku ICD-10 tersedia. Mereka mengandalkan kemampuan 
hafalan kode diagnosis yang mereka miliki, sehingga coder tingal 
mengetikkan kode diagnosis ke dalam INA CBG’s. Namun, apabila coder 
belum hafal diagnosis yang tertera maka yang dilakukan adalah melihat 
buku praktis atau yang lebih dikenal dengan istilah buku pintar, yang 
berisi daftar diagnosis beserta kodenya yang merupakan kumpulan 
diagnosis yang sering muncul di RSPAU dr S Hardjolukito. Apabila di 
dalam buku pintar tersebut juga tidak ditemukan kode diagnosisnya, 
biasanya coder yang berasal dari D3 Rekam Medis mencarikan kode 
diagnosis tersebut di dalam ICD-10.  Peraturan atau prosedur tetap (SOP) 
yang mengatur mengenai tata cara proses penentuan kode diagnosis rawat 
jalan di RSPAU dr S Hardjolukito juga belum ada. 
B. Analisis Univariat 
Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan tingkat 
keakuratan kode diagnosis rawat jalan yang yang dihasilkan oleh petugas 
coder yang berlatar belakang pendidikan D3 Rekam Medis dan Non-D3 
 
 
Rekam Medis di RSPAU dr S Hardjolukito tahun 2015. Berikut ini akan 
disajikan tabel hasil analisis univariat dari data keakuratan kode diagnosis 
dari masing – masing coder: 









Akurat Tidak Akurat Total 
N % N % N % 
D3 Rekam Medis ≥ 3th 45 100 0 0 45 100 
S1 Keperawatan ≥ 3th 26 57,8 19 42,2 45 100 
D3 Keperawatan < 3th 19 42,2 26 57,8 45 100 
S1 Kesehatan 
Reproduksi 
< 3th 17 37,8 28 62,2 45 100 
 
Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa keakuratan kode 
diagnosis rawat jalan dari masing – masing coder,  hasil pengkodean 
diagnosis rawat jalan  yang dinyatakan 100% akurat adalah kode hasil 
coder dengan latar belakang pendidikan D3 Rekam Medis, sedangkan 
untuk hasil pengkodean oleh coder Non-D3 Rekam Medis masih terdapat 
kode diagnosis yang dinyatakan tidak akurat yaitu untuk coder dengan 
Latar Belakang Pendidikan S1 Keperawatan sebesar 19 kode (42,2%), 
coder dengan Latar Belakang Pendidikan D3 Keperawatan sebesar 26 
kode (57,8%), dan untuk coder dengan Latar Belakang Pendidikan S1 





C. Analisis Bivariat 
Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui atau menyimpukan 
hipotesis ada atau tidaknya hubungan variabel bebas (independent) yang 
terdiri dari latar belakang pendidikan coder dan masa kerja coder dengan  
variabel terikat (dependent) yaitu keakuratan kode diagnosis rawat jalan di 
RSPAU dr S Hardjolukito  tahun 2015. 
1. Analisis hubungan antara latar belakang pendidikan coder dengan 
keakuratan kode diagnosis  
Berikut ini akan disajikan tabel hasil analisis bivariat dari data 
mengenai kode diagnosis rawat jalan yang dihasilkan oleh coder yang 
berlatar belakang pendidikan D3 Rekam Medis dan coder yang berlatar 
belakang pendidikan non D3 Rekam Medis di RSPAU dr S Hardjolukito: 
Tabel 5. Hubungan Latar Belakang Pendidikan Coder dengan Keakuratan 












N % N % N % 
D3 Rekam Medis 45 100 0 0 45 100  
 
0,001 
S1 Keperawatan 26 57,8 19 42,2 45 100 
D3 Keperawatan 19 42,2 26 57,8 45 100 
S1 Kesehatan 
Reproduksi 
17 37,8 28 62,2 45 100 
 
Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa keakuratan kode 
diagnosis rawat jalan yang dihasilkan oleh coder dengan latar belakang 
pendidikan D3 Rekam Medis 100% akurat , sedangkan untuk coder 
dengan latar belakang pendidikan Non D3 Rekam Medis masih terdapat 
 
 
kode yang tidak akurat dari masing – masing coder yaitu S1 Keperawatan 
sebesar 19 kode (42,2%), coder dengan Latar Belakang Pendidikan D3 
Keperawatan sebesar 26 kode (57,8%), dan untuk coder dengan Latar 
Belakang Pendidikan S1 Kesehatan Reproduksi sebesar 28 kode (62,2%). 
Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji chi square diperoleh nilai p= 
0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara latar belakang pendidikan coder dengan keakuratan kode diagnosis 
rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito tahun 2015. 
2. Analisis hubungan antara masa kerja coder dengan keakuratan kode 
diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito. 
Berikut ini akan disajikan tabel hasil analisis bivariat dari data 
mengenai kode diagnosis rawat jalan yang dihasilkan oleh coder yang 
masa kerja ≥ 3 tahun yang berjumlah 2 orang  dan coder yang masa 
kerjanya < 3 tahun yang juga berjumlah 2 orang di RSPAU dr S 
Hardjolukito. 
Tabel 6. Hubungan Masa Kerja Coder dengan Keakuratan Kode Diagnosis 
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P N % N % N % 
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Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa keakuratan kode 
diagnosis rawat jalan yang dihasilkan oleh coder dengan masa kerja ≥ 
3tahun bernilai lebih tinggi keakuratannya dibandingkan dengan 
keakuratan kode diagnosis yang dihasilkan oleh coder yang masa kerjanya 
kurang dari tiga tahun. Hasil analisis uji chi square nilai p= 0,001, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara masa kerja coder 
dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S 
Hardjolukito tahun 2015. 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengkodean Diagnosis Rawat Jalan di 
RSPAU dr S Hardjolukito Tahun 2015 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 
tentang Standart Kompetensi Profesi Perekam Medis dan Informasi 
Kesehatan, salah satu kompetensi pokok prekam medis dan informasi 
kesehatan adalah klasifikasi dan kodifikasi penyakit masalah- masalah 
terkait yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. Perekam 
medis diharapkan mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan 
tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia (menggunakan 
ICD-10) tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan 
manajemen kesehatan. 
KepmenkesRI Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 tentang Standart 
Kompetensi Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan juga telah 
mengatur bahwa untuk dapat memenuhi kompetensi perekam medis, 
 
 
kualifikasi pendidikan yang ditetapkan untuk perekam medis minimal 
adalah Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, serta untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam manajemen rekam 
medis, perekam medis dapat mengikuti pelatihan – pelatihan tentang 
manajemen rekam medis. 
Di RSPAU dr S Hardjolukito, pelaksanaan pengkodean rawat jalan 
masih belum sesuai dengan peraturan di atas karena pelaksanaan 
pengkodean rawat jalan sebagian besar dilaksanakan oleh coder yang 
berasal dari non D3 Rekam Medis. Selain itu petugas coder yang bertugas 
mengkode diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito juga belum 
pernah mengikuti pelatihan tengtang pengkodean diagnosis. 
Menurut Kasim dalam Hatta (2008, dalam menggunakan ICD-10 
perlu diketahui dan dipahami cara pencarian dan pemilihan nomor kode 
yang diperlukan. Pengkodean yang sesuai dengan tata cara yang tercantum 
dalam petunjuk penggunaan ICD-10 volume 2 adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan tipe pernyataan yang akan dikode, memastikan kita harus 
bisa membaca dengan benar diagnosis yang akan ditentukan kodenya, 
apabila diagnosis tidak dapat kita baca kita dapat  mencari  informasi 
mengenai diagnosis di bagian penunjang terlebih dahulu, kalau tidak 
ada informasi yang didapatkan baru kita konfirmasikan ke dokter yang 
menulis diagnosis tersebut. 
 
 
2. Menentukan “lead term” (kata panduan) untuk penyakit dan cedera 
biasanya merupakan kata benda yang memaparkan kondisi 
patologisnya. 
3. Membuka ICD-10 Volume 3 Alfabatical Indeks (kamus) dan 
mencarikan kata sesuai dengan “lead term” yang sudah ditentukan. 
4. Membaca dengan seksama dan mengikuti petunjuk catatan yang 
muncul di bawah istilah yang akan dipilih pada Volume 3 
5. Membaca istilah yang terdapat dalam tanda kurung “()” sesudah lead 
term  
6. Mengikuti secara hati – hati setiap rujukan silang (cross reference) dan 
perintah see dan see also yang terdapat di dalam indeks. 
7. Melihat daftar tabulasi (ICD-10 Volume 1) untuk mencari nomor kode 
yang paling tepat. Melihat kode tiga karakter di indeks alphabetical, 
apabila terdapat tanda minus (-) pada posisi ke empat ini menandakan 
isian untuk karakter keempat ada di Volume 1 dan merupakan posisi 
tambahan yang tidak ada pada Volume 3. Selain itu juga 
memperhatikan perintah untuk membubuhi kode tambahan (additional 
code) serta aturan cara penulisan dan pemanfaatannya dalam 
pengembangan indeks penyakit dan dalam sistem pelaporan morbiditas 
dan mortalitas. 
8. Mengikuti pedoman Inclusion  dan Eksclusion pada kode yang dipilih 
atau bagian bawah satu bab (chapter), blok, kategori atau subkategori. 
 
 
9. Menentukan kode diagnosis yang dipilih dan mengisikan di lembar 
pengisian kode diagnosis. 
Hasil observasi yang dilakukan peneliti, selama proses pengkodean 
diagnosis rawat jalan belum sesuai dengan teori yang ada, coder dalam 
mengkode diagnosis rawat jalan hamper tidak pernah melihat buku ICD-
10 meskipun buku ICD-10 tersedia di bagian tersebut. Mereka 
mengandalkan kemampuan hafalan kode diagnosis yang mereka miliki. 
Namun, apabila ditemukan diagnosis yang coder belum hafal kodenya 
maka coder akan menggunakan bantuan dengan melihat buku praktis yang 
di dalamnya berisi daftar diagnosis beserta kodenya yang merupakan 
kumpulan diagnosis yang sering muncul di RSPAU dr S Hardjolukito, 
hanya coder D3 Rekam Medis yang masih sering membuka ICD-10 untuk 
melihat kode diagnosis yang benar.  
Penulisan diagnosis sesuai dengan ICD-10 akan menghasilkan 
kode yang akurat sehingga proses klaim yang dihasilkan juga tepat. 
Walaupun penyakit yang sering muncul di bagian rawat jalan merupakan 
penyakit – penyakit yang mudah di hafal kodenya, namun apabila dari 
awal kode yang ditetapkan sudah tidak akurat, maka kemungkinan 
penetapan kode – kode diagnosis untuk seterusnya akan selalu tidak 
akurat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, di RSPAU dr S 
Hardjolukito belum terdapat aturan tertulis (SOP ataupun Protap) yang 
mengatur mengenai pengkodean diagnosis rawat jalan. Untuk 
memperlancar pengkodean, maka perlu disusun suatu petunjuk teknis atau 
 
 
prosedur tetap tentang pengkodean diagnosis. Appriliant (2013) dalam 
hasil penelitiannya mengenai Keakuratan Kode Diagnosis Pasien Gawat 
Darurat juga menyatakan bahwa faktor ketidaksesuaian pengkodean  
diagnosis dikarenakan belum ada aturan khusus yang tertulis (SOP) 
mengenai pengkodean diagnosis menggunakan  ICD-10. Untuk itu pihak 
RSPAU dr S Hardjolukito hendaknya menerbitkan aturan tertulis baik 
berupa SOP atau Prosedur Tetap yang mengatur mengenai pengkodean 
diagnosis dengan menggunakan ICD-10 untuk meminimalisir kesalahan 
pengkodean diagnosis. 
 
B. Analisis Univariat Keakuratan Kode Diagnosis Rawat Jalan di 
RSPAU dr S Hardjolukito Tahun 2015. 
Kepmenkes RI Nomor 377/Menkes/SK/III/2007 tentang standart 
Kompetensi Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 
menyebutkan salah satu kompetensi perekam medis adalah klasifikasi dan 
kodefikasi penyakit, masalah – masalah terkait dengan kesehatan dan 
tindakan medis, artinya seorang profesi perekam medis dan informasi 
kesehatan harus mampu menetapkan kode diagnosis dan tindakan dengan 
tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karena itu, 
perekam medis dalam mengkode diagnosis, harus seakurat mungkin agar 
tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. 
Pemberian kode diagnosis yang sesuai dengan diagnosis dokter 
sangat berpengaruh dalam penentuan biaya klaim asuransi. Hal ini sesuai 
 
 
dengan Konsil Kedokteran Indonesia (2006) yang menyebutkan bahwa 
salah satu manfaat rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk 
menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana 
kesehatan. Dalam hal ini, apabila coder salah mengkode diagnosis, maka 
jumlah pembayaran klaim juga akan berbeda. 
Menurut Kasim dalam Hatta (2008), pengkodean morbiditas sangat 
berpengaruh pada diagnosis yang ditetapkan oleh dokter yang merawat 
pasien atau yang bertanggung jawab menetapkan diagnosis utama pasien. 
Coding adalah pemberian / penetapan kode yang menggunakan huruf atau 
angka, dan atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen 
data. Penetapan kode harus secara spesifik sesuai dengan ICD-10. 
Penetapan kode yang akurat menentukan jumlah klaim yang akurat. 
Proses pengkodean diagnosis penyakit rawat jalan di RSPAU dr S 
Hardjolukito dilakukan oleh petugas coder yang terdiri dari satu orang 
yang berlatar belakang pendidikan D3 Rekam Medis dan tiga orang yang 
berlatar belakang pendidikan Non D3 Rekam Medis. Hasil analisis 
univariat keakuratan kode diagnosis rawat jalan terhadap 45 diagnosis 
yang dikode oleh coder, menyebutkan bahwa hasil pengkodean diagnosis 
rawat jalan oleh coder yang berlatar belakang pendidikan D3 Rekam 
Medis 100% akurat, sedangkan untuk hasil pengkodean diagnosis oleh 
coder Non-D3 Rekam Medis masing – masing coder masih terdapat kode 
yang tidak akurat yaitu untuk coder dengan Latar Belakang Pendidikan S1 
Keperawatan sebanyak 19 kode (42,2%) kode yang tidak akurat, untuk 
 
 
coder dengan Latar Belakang Pendidikan D3 Keperawatan sebanyak 26 
(57,8%) kode yang tidak akurat, sedangkan untuk coder dengan Latar 
Belakang Pendidikan S1 Kesehatan Reproduksi sebanyak 28 (62,2%) kode 
yang tidak akurat. 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih banyak 
diagnosis yang tidak dikode dengan akurat terutama untuk diagnosis 
Diabetes Melitus. Kode yang akurat seharusnya adalah E14.9 karena tidak 
diketahui spesifikasi dari diagnosis Diabetes Melitus tesebut, tetapi pada 
kenyataanya kode yang dituliskan adalah E10.9, dimana kode E10.9 
merupakan kode untuk diagnosis Insulint-Dependent Diabetes Melitus. 
Kesalahan pemberian kode yang serupa juga terdapat pada pemberian 
kode diagnosis Cataract yang biasanya dikode H25.9, padahal kode H25.9 
merupakan kode untuk penyakit cataract yang disebabkan karena usia 
yang sudah lanjut, sedangkan untuk kode cataract tanpa adanya keterangan 
yang menyebabkan harusnya dikode H26.9.   Ketidakakuratan kode lain 
yang muncul yaitu pada diagnosis Arthralgia yang biasanya dikode M13.9, 
padahal kode M13.9 merupakan kode untuk diagnosis Arthritis, sedangkan 
untuk kode diagnosis Arthralgia harusnya dikode M25.5. 
Ketidaktepatan pengkodean di sini dihasilkan oleh coder  dengan 
latar belakang Non-D3 Rekam Medis. Hal ini diakibatkan coder  dengan 
latar belakang Non-D3 Rekam Medis kurang teliti, kurang pengalaman 
mengenai pengkodean maupun salah persepsi. Hasil wawancara terhadap 
petugas coder menyebutkan bahwa sebelum menjabat sebagai coder  
 
 
diagnosis rawat jalan  di RSPAU dr S Hardjolukito coder dengan latar 
belakang pendidikan Non-D3 Rekam Medis belum memiliki bekal 
pengalaman materi baik secara teori ataupun praktik mengenai 
pengkodean diagnosis. Pemberian pelatihan mengenai pengkodean 
diagnosis dengan menggunakan ICD-10. dapat dijadikan bekal materi 
untuk coder Non-D3 Rekam Medis dalam meningkatkan pengetahuan 
pengkodean diagnosis menggunakan ICD-10. Menurut Dearden dalam 
Widodo (2015) mengungkapkan bahwa pelatihan pada dasarnya meliputi 
proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan 
kompetensi tertentu atau efisiensi kerja. Sehingga diharapkan dengan 
adanya pelatihan mengenai pengkodean diagnosis yang cukup akan 
memberikan pengaruh terhadap kemampuan untuk memahami sejumlah 
informasi dan menentukan kode diagnosis yang tepat 
Pihak manajemen RSPAU dr S Hardjolukito dalam penempatan 
pegawai/staff di bagian unit kerja, kurang memperhatikan kesesuaian 
pendidikan dan profesi dengan tempat kerja. Hal ini didukung dengan hasil 
wawancara bahwa 3 petugas coder dengan latar belakang pendidikan Non-
D3 Rekam Medis mengakui penempatannya sebagai coder diagnosis rawat 
jalan tidak sesuai dengan pendidikan dan kompetensi profesi yang 
dimiliki. Menurut Widodo (2015) kegiatan penempatan personel harus 
didukung oleh seleksi dan evaluasi yang baik. Penempatan karyawan harus 
didasarkan pada job description  dan job specification yang telah 
ditentukan serta berpedoman pada prinsip penempatan orang – orang yang 
 
 
tepat pada tempat yang tepat dan penempatan yang tepat untuk jabatan 
yang tepat. Untuk itu hendaknya pihak manajemen/ pimpinan RSPAU dr S 
Hardjolukito mengevaluasi dan lebih memperhatikan penempatan staf 
sesuai dengan pendidikan dan kompetensi profesinya.  
 
C. Analisis Bivariat Hubungan Latar Belakang Pendidikan Coder 
dengan Keakuratan Kode Diagnosis Rawat Jalan di RSPAU dr S 
Hardjolukito 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji chi square  
dengan continuity correlation menunjukkan bahwa Ho ditolak dimana 
nilai p= 0,001 (nilai p < 0,05). Hal ini menunjukkan adanya hubungan 
antara latar belakang pendidikan coder (D3 Rekam Medis dan Non-D3 
Rekam Medis) dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan di RSPAU 
dr S Hardjolukito Tahun 2015. 
Hasil tersebut didukung dengan hasil deskriptif keakuratan kode 
diagnosis yang dikode oleh coder dengan latar belakang pendidikan D3 
Rekam Medis sebanyak 45 diagnosis menyebutkan bahwa semua kodenya 
akurat (100% akurat), sedangkan untuk kode diagnosis rawat jalan yang 
dikode oleh coder dengan latar belakang pendidikan dari Non-D3 Rekam 
Medis masih banyak yang tidak akurat.  
Hasil wawancara menyebutkan, bahwa petugas dengan latar 
belakang pendidikan Non-D3 Rekam Medis tidak memiliki kompetensi 
untuk mengkode diagnosis penyakit. Mereka tidak mengetahui 
 
 
bagaimakah cara penggunaan ICD-10 untuk proses pengkodean penyakit, 
kalau terdapat diagnosis yang tidak diketahui kodenya dan tidak terdapat 
pada buku pintar, mereka meminta kepada coder yang memiliki Latar 
Belakang Pendidikan D3 Rekam Medis untuk mencarinya di ICD-10. 
Tidak terdapatnya SOP yang mengatur tentang pengkodean diagnosis 
mengakibatkan coder tidak memiliki pedoman dalam pelaksanaan 
pengkodean diagnosis rawat jalan, dalam proses pengkodean penyakit, 
awalnya petugas hanya melihat dan belajar dari petugas yang sudah 
terlebih dahulu ada serta mengandalkan catatan yang terdapat pada buku 
pintar yang berisikan catatan diagnosis yang sering muncul, selanjutnya 
kemampuan petugas dalam mengkode diagnosis hanya di dapat dari 
rutinitas keseharian petugas dalam mengkode diagnosis penyakit.   
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu oleh Ardian 
(2014) mengenai Keakuratan Kode Diagnosis Penyakit Berdasarkan ICD-
10 di Klinik Praktek Dokter Bersama X Yogyakarta, ditemukan hasil 
bahwa dari 385 berkas yang dianalisis diperoleh 174 kode (45,2%) 
dinyatakan akurat dan 211 kode (54,8%) dinyatakan tidak akurat, hal ini 
menunjukkan bahwa ketepatan pengkodean diagnosis yang dilakukan oleh 
dokter masih rendah, Hal ini disebabkan pengkodean diagnosis bukan 
merupakan kompetensi dokter, melainkan kompetensi seorang perekam 
medis yang harus memiliki pendidikan minimal D3 Rekam Medis. Petugas 
coder dengan latar belakang pendidikan D3 Rekam Medis tentunya sudah 
mendapatkan pengetahuan secara teori dan praktek mengenai pengkodean 
 
 
diagnosis yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan coder yang 
berlatar belakang pendidikan Non-D3 Rekam Medis.  
 
D. Analisis Bivariat Hubungan Masa Kerja Coder dengan Keakuratan 
Kode Diagnosis Rawat Jalan di RSPAU dr S Hardjolukito 
Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada 
suatu organisasi, lebaga dan sejenisnya. Masa kerja seseorang dalam 
organisasi perlu diketahui karena masa kerja merupakan salah satu 
indikator tentang kecenderungan para pekerja dalam melaksanakan 
aktivitas kerjanya (Siagian, 2008). Masa kerja yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah masa kerja coder yang bertugas mengkode 
diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito pada saat penelitian 
ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dari 4 
petugas coder terdapat 2 orang (50%) coder dengan masa kerja ≥ 3 
tahun dan 2 coder (50%) dengan masa kerja < 3 tahun. Dari 2 coder 
yang bermasa kerja ≥ 3 tahun terdapat sebanyak 71 kode  (78,9%) 
yang dinyatakan akurat dan sisanya sebanyak 19 kode (21,1%) 
dinyatakan tidak akurat. Sedangkan untuk 2 coder yang bermasa kerja 
< 3 tahun terdapat 36 kode (40%) yang dinyatakan akurat  dan 
selebihnya sebanyak 54 kode (60%) dinyatakan tidak akurat.  
Hasil pengkodean diagnosis yang dilakukan oleh coder dengan 
masa kerja ≥ 3 tahun, untuk kode yang tidak akurat jumlahnya lebih 
sedikit jika dibandingkan dengan hasil pengkodean diagnosis yang 
 
 
dilakukan oleh coder yang masa kerjanya < 3 tahun. Lamanya masa 
kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang dalam menguasai 
bidang tugasnya. Pada umumnya semakin lama seseorang bekerja pada 
suatu organisasi maka akan semakin berpengalaman orang tersebut, 
sehingga kecakapan kerjanya semakin baik (Hasibuan, 2005). 
Menurut Ilyas (2001), pencapaian kerja yang maksimal adalah 
efektivitasnya yang mengarah kepada pencapaian target yang berkaitan 
dengan kuantitas, kualitas dan waktu. Semakin lama kerja pegawai 
diharapkan kinerja karyawan semakin meningkat.  
Berdasarkan hasil uji chi square menggunakan continuity 
correlation , diperoleh nilai p = 0,001, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara masa kerja coder dengan 
keakuratan kode diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito. 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan kaulifikasi 
coder dengan keakuratan kode diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S 
Hardjolukito, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengkodean diagnosis penyakit rawat jalan di RSPAU dr S 
Hardjolukito dilakukan oleh petugas coder yang terdiri dari D3 Rekam 
Medis dan Non- D3 Rekam Medis tanpa melihat buku ICD-10 dan 
tanpa adanya SOP yang mengatur tata cara pengkodean penyakit. 
 
 
2. Kode diagnosis penyakit rawat jalan yang yang dihasilkan oleh coder 
D3 Rekam Medis menyebutkan 45 kode (100%) akurat, sedangkan 
hasil pengkodean diagnosis yang dihasilkan oleh coder Non-D3 
Rekam Medis dari masing – masing coder masih terdapat kode yang 
tidak akurat yaitu untuk coder S1 Keperawatan sebanyak  19 kode 
(42,2%) tidak akurat, D3 Keperawatan sebanyak 26 kode (57,8%) 
tidak akurat dan S1 Kesehatan Reproduksi sebanyak 28 kode (62,2%) 
tidak akurat. 
3. Ada hubungan antara latar belakang pendidikan coder dengan 
keakuratan kode diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito 
pada tahun 2015 dengan nilai p= 0,001 (nilai p < 0,05). 
4. Ada hubungan antara masa kerja pegawai dengan keakuratan kode 
diagnosis rawat jalan di RSPAU dr S Hardjolukito pada tahun 2015 
dengan nilai p= 0,001 (nilai p < 0,05). 
B. Saran 
1. Hendaknya pihak RSPAU dr S Hardjolukito segera menerbitkan aturan 
tertulis baik berupa SOP ataupun Prosedur Tetap (Protap) yang mengatur 
mengenai pengkodean diagnosis dengan menggunakan ICD-10 untuk 
meminimalisir kesalahan pengkodean diagnosis. 
2. Memberikan atau mengirimkan coder Non-DIII Rekam Medis untuk 
mengikuti pelatihan mengenai pengkodean diagnosis sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami sejumlah informasi 
dalam menentukan kode diagnosis yang tepat. 
 
 
3. Untuk pihak manajemen/pimpinan RSPAU dr S Hardjolukito hendaknya 
mengevaluasi dan lebih memperhatikan penempatan staf dalam suatu unit 
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